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ABSTRAK

Kegiatan Filantropi adalah bentuk semangat kedermawanan dengan landasan yang kuat secara
teoritis yang termuat dalam Al Quran dan praktiknya untuk kemakmuran, berupa wakaf, zakat,
infag, dan shadagah dengan tujuan menawarkan solusi kepada masyarakat dalam
memberdayakan potensi yang ada terkait kemanusiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menguraikan tantangan dan peluang instrumen filantropi di Indonesia dalam memaksimalkan
potensi dana filantropi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
deskriptif bersumber dari data sekunder berupa studi literature yang berasal dari jurnal dan
sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan instrumen filantropi dan lembaga pengelola.
Hasil penelitian ini menunjukkan Potensi dana sosial masyarakat sangat besar tidak sejalan
dengan realitas yang terjadi disebabkan hambatan atau masalah yang masih ditemukan dalam
proses penghimpunan dan pendistribusian instrumen filantropi, namun hambatan tersebut dapat
dicegah dengan memanfaatkan peluang untuk memaksimalkan potensi dana filantropi sehingga
hendaknya setiap entitas saling bersinergi, memperbaiki, dan mendukung tercapainya potensi
instrumen filantropi untuk kesejahteraan

Kata Kunci: Keuangan Sosial Islam, Instrumen Filantropi, Tantangan, Peluang, kesejahteraan

ABSTRACT

Philanthropic activities are a form of spirit of generosity with a strong theoretical basis
contained in the Koran and its practice for prosperity, in the form of endowments, zakat, infaq
and sadagah with the aim of offering solutions to society in empowering existing potential
related to humanity. The aim of this research is to outline the challenges and opportunities of
philanthropic instruments in Indonesia in maximizing the potential of philanthropic funds. The
research method used is a descriptive qualitative approach sourced from secondary data in the
form of literature studies originating from journals and other relevant sources related to
philanthropic instruments and management institutions. The results of this research show that
the potential for community social funds is very large and is not in line with the reality that
occurs due to obstacles or problems that are still found in the process of collecting and
distributing philanthropic instruments, but these obstacles can be prevented by taking
advantage of opportunities to maximize the potential of philanthropic funds so that each entity
should synergize with each other. , improve, and support the achievement of the potential of
philanthropic instruments for prosperity

Keywords: Islamic Social Finance, Philanthropic Instruments, Challenges, Opportunities,
prosperity
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PENDAHULUAN

Terselenggaranya sistem ekonomi Islam di Indonesia mendorong perkembangan instrumen
keuangan sosial Islam yang dinamis sebagai pranata sosial keagamaan yang penting untuk
pembangunan berkelanjutan negara dalam hal mengelola dana sosial masyarakat sesuai
dengan prinsip Islam. Menurut (Widiastuti et al., 2022), keuangan sosial Islam terintegrasi
secara efektif sebesar 12% untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan
mempercepat kesejahteraan sosial. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya korelasi antara
ajaran Islam dengan sistem perekonomian secara filosofis untuk menawarkan solusi kepada
masyarakat dalam memberdayakan potensi yang ada terkait kemanusiaan, yaitu instrumen
filantropi Islam (Afandi, 2021).

Menurut (Nasrulloh, 2019), konseptualisasi filantropi adalah untuk memberikan pelayanan
dalam bentuk asosiasi yang secara sukarela membantu pihak lain dalam program donasi, serta
menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam Islam, Filantropi adalah bentuk
semangat kedermawanan dengan landasan yang kuat secara teoritis yang termuat dalam Al
Quran dan praktiknya untuk kemakmuran, berupa wakaf, zakat, infaq, dan shadagah
(Marfu’ah & Shadiqin, 2022). Dalam konteks Indonesia, sektor keuangan sosial Islam identik
dengan lembaga zakat dan wakaf untuk mengoptimalkan potensi dana sosial mayoritas
penduduk masyarakat muslim sebesar 80% (Kusnandar, 2019). Hal ini dipengaruhi oleh dua
peraturan Indonesia terkait keuangan sosial Islam, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, selanjutnya kedua peraturan
tersebut juga mencakup dana sosial lainnya, seperti infag, sadagah dan lainnya

Pergerakan instrumen filantropi Indonesia yang cepat menjadikan Indonesia dinobatkan
sebagai peringkat pertama sebagai negara dermawan oleh World Giving Index yang
dikeluarkan oleh Badan Amal Charities Aid Foundation (CAF) tahun 2021 (Nursalikah, 2021),
akan tetapi hal itu tidak sejalan dengan realita yang terjadi di masyarakat, yaitu masih terdapat
ketimpangan sosial yang tinggi dan rendah nya taraf hidup masyarakat (Nasrulloh, 2019),
padahal potensi instrumen filantropi dari sektor zakat mencapai 327,6 Triliun, akan tetapi dalam
realisasi nya hanya berhasil mengumpulkan 71,4 Triliun atau hanya 21,7% (Hafidz et al., 2021),
sedangkan pada sektor wakaf BWI mencatat realisasi penghimpunan dana wakaf pada tahun
2017 hanya sebesar 199 Milyar dari total potensi wakaf seluruhnya sebesar 180 Triliun
(Indonesian Ministry Development Planning, 2019).

Menurut John Naisbitt dan Thomas Hobbes dalam (Mahfud, 2018), memprediksi hubungan
sosial-ekonomi pada masa mendatang akan mengalami fase yang disebut polarisasi ekonomi
sekaligus terjadi berbagai paradoks dimana kecendrungan manusia bersikap individualisme.
Hal itu bisa teratasi tatkala filantropi Islam di hayati oleh individu. Secara konsep, filantropi
Islam memunculkan nilai humanisme berkaitan dengan hubungan baik antar sesama manusia
dalam mencapai keseimbangan, sehingga dengan melakukan kegiatan tersebut, seorang
muslim akan mempunyai sikap cinta dan peduli terhadap sesama dalam bentuk
kedermawanan, baik dalam bentuk materi maupun moril. Kebermanfaatan instrumen
filantropi Islam di Indonesia seyogyanya dimaksimalkan, oleh karenanya dalam penelitian ini
akan menguraikan tantangan dengan peluang instrumen filantropi di Indonesia.
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METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif library reseacrch, berupa studi kepustakaan
yang bersumber dari data sekunder, terdiri dari kumpulan teori dan buku utama, laporan
lembaga, hasil penelitian buku-buku laporan penelitian dan jurnal, sehingga teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik literature review dengan menelaah literatur,
artikel, jurnal-jurnal dan berbagai macam bahan pustaka yang relevan mengenai keuangan
sosial Islam, instrumen Filantropi, lembaga filantropi dan bahasan-bahasan yang sesuai
dengan kajian penelitian yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif Analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
1. Keuangan sosial Islam di Indonesia

Keuangan sosial Islam (KSI) adalah dana sosial yang diberikan secara sukarela dengan
niat tabarru (kebaikan), tidak mengharapkan keuntungan materiil dan penggunaannya
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Instrumen
keuangan sosial Islam (Islamic social finance) secara luas mencakup instrumen
filantropi (berbasis amal), organisasi berbasis koperasi yang meliputi gard (koperasi
berbasis pinjaman) dan kafalah (koperasi berbasis hipotek), dan lembaga keuangan
mikro syariah kontemporer (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).

Terselenggaranya keuangan sosial Islam terdapat pada regulasi peraturan Indonesia
terkait keuangan sosial syariah, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, selanjutnya kedua peraturan
tersebut juga mencakup dana sosial lainnya, seperti infaq, sadagah dan lainnya, Dalam
hal ini, keuangan sosial Islam, termasuk zakat, sadagah, wagaf, merupakan safety
netyang penting dalam stabilisasi kondisi keuangan UMKM, dan ekonomi
masyarakat secara umum (Kemekeu, 2021).

Menurut (Listiana et al., 2022), keuangan sosial Islam mempermudah pemberdayaan
sosial ekonomi melalui perangkat-perangkat filantropi dan keuangan mikro Islam,
sehingga mempercepat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

2. Filantropi dan Filantropi Islam

Filantropi merupakan gabungan dari dua kata Yunani, yaitu philein yang berarti cinta
dan Antropos yang berarti manusia. Secara terminologis, gabungan kedua kata ini
merujuk pada tindakan seseorang yang mencintai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan
lainnya, memberikan waktu, uang, dan tenaga serta kekuatannya sendiri untuk
membantu orang lain. Istilah ini sering diberikan kepada orang-orang yang bermurah
hati menyumbangkan banyak uang untuk amal. Dalam bahasa Indonesia, istilah
yang cukup sepadan untuk filantropi adalah “kedermawanan sosial”, Sedangkan
dalam Islam kata filantropi tidak dikenal, akan tetapi beberapa istilah Arab telah
digunakan sebagai sinonim. Filantropi dapat disebut al-'atd’al-ijtim&'i (pemberian
sosial), Sliay) Jisal (jaminan kemasyarakatan) atau 4a Al sUsall (pemberian untuk
kebaikan) (Afandi, 2021).
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Konseptualisasi filantropi adalah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk asosiasi
yang secara sukarela membantu pihak lain dalam program donasi, serta menumbuhkan
kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam Islam, Filantropi adalah bentuk semangat
kedermawanan dengan landasan yang kuat secara teoritis yang termuat dalam Al
Quran dan praktiknya untuk kemakmuran, berupa wakaf, zakat, infag, dan shadagah
(Marfu’ah & Shadiqin, 2022; Yunita, 2015).

Tujuan filantropi dalam sistem ekonomi Islam menjelaskan asas-asas tentang
bagaimana sebuah sistem ekonomi berjalan seimbang hubungan nya dengan sesama
manusia dan konsep kepemilikan harta, yaitu mengatur bagaimana cara memperoleh
harta kekayaan dan cara mendistribusikan kepemilikan harta berupa kekayaan, Seperti
yang dijabarkan dalam QS. Al Hadid: 11, sebagai berikut:

28 Hal Ay Al AGelisld Via s 8 all (e ysh 5211 13 G

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,
dan dia akan memperoleh pahala yang banyak .

Selanjutnya para fugaha berdasarkan Al-Quran dan hadist merumuskan jenis harta,
kadar minimal, jumlah nya, serta aturan lainnya terkait distribusi kepemilikan harta.

Instrumen Filantropi Islam
a. Zakat

Zakat berasal dari kata zakkaa — yuzakkii — tazkiyatan — zakaatan yang secara
harfiah berarti pertumbuhan, meningkat atau menyucikan. Menurut para fugaha,
zakat memiliki pengertian yang berbeda-beda. Pertama, zakat berarti at-Thahuru
yang bermaksud membersihkan dan mensucikan. Kedua zakat bermakna al-
Barakatu yaitu berkah, orang yang membayar zakat hartanya selalu dilimpahkan
keberkahan oleh Allah SWT. Ketiga, zakat bermakna an-Numw yang artinya
tumbuh dan berkembang (Ramly & Fajri, 2013). Menurut Qaradhawi (2000)
dikutip dalam (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018), menjelaskan bahwa
zakat mengacu kepada bagian harta secara khusus yang diberikan kepada orang
orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) sebagaimana yang telah ditentukan
oleh Allah SWT, sebagai berikut:

ﬂ.;; ..,.@/ 3 5 _ /o _ /o 5 /:'%o s\ G- g /‘:
2t adlsall 5 ke Glaadl s sl 5 o) a8l Sagatal 1)

ASs

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan
Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ”(QS. At-Taubah:60)
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b. Wakaf

Wakaf berasal dari kata dasar Arab waqgafa — yaqifu yang berarti menahan atau
berhenti. Secara istilah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf berarti
benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum
(Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Wakaf adalah aset Islam yang disimpan dan
digunakan untuk amal keagaamaan, dimana potensi tersebut sangat bermanfaat
untuk kemakmuran rakyat (Faturohman et al., 2020) dan dapat menjadi solusi
masalah kebutuhan sosial ekonomi (Misbah & Johari, 2022), Dari sisi objek
pemberian, harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, diabadikan, dan dikelola
untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara
berkelanjutan. Dalam hal pembangunan infrastruktur, wakaf berperan besar dalam
membangun fasilitas guna kepentingan umum berupa benda bergerak atau tidak
bergerak (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).

c. Infaq dan Shadagah

Infag dan Shadagah memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemberi dan
penerima. Di antara fungsi tersebut adalah untuk menangkal dosa di dunia ini dan
hukuman di akhirat. Shadagah juga dapat menghapus dosa, sehingga setiap Muslim
dianjurkan segera bersedekah setelah ia melakukan dosa untuk menyertai
taubatnya, hal itu tercantum dalam Qs. Ali Imran:92 dan Qs. Al Bagarah:261
sebagai berikut:

egcﬁw\ubgww\jwu}ujmm\jwﬁ)ﬂ\ \jﬂ_uul
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna)
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang

kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (Al
‘Imran:92)

@Mm\mdusmdw@g@\f\ 3 G (e
5300 Al Caaizal 25 %\Lzuumds&&m

e auls

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan
Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang
menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah
melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas
lagi Maha Mengetahui ”. (Al-Bagarah :261).
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4. Tantangan dan peluang Instrumen Filantropi

Tabel 1. Peluang dan Tantangan Keuangan Sosial Islam dalam Instrumen
Filantropi Indonesia

No Peluang Tantangan
1. Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah seorang Terbatasnya pengetahuan  masyarakat
muslim tentang figih zakat, wakaf, infag, dan

shadagah dan hanya berkutat pada zakat
yang umum di hari raya tertentu

2. Campaign instrumen filantropi yang gencar pasca Kurangnya Kesadaran masyarakat yang
Covid-19 sudah dalam kategori mampu secara
finansial (Muzakki) melaksanakan kegiatan
filantropi dalam instrumen infaq, zakat,

shadagah, dan wakaf

3. Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Adanya krisis kepercayaan masyarakat
zakat dan wakat yang didalamnya memuat instrumen terhadap lembaga pengelola zakat
filantropi lainnya, seperti melalui Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan
UU NO. 41 Tahun 2003 Tentang Wakaf

4. Tersebarnya lembaga atau organisasi pengelola zakat Rendahnya kualitas kompetensi sumber
dan dana filantropi lain (BAZ, LAZ, OPZ, BWI) daya manusia (SDM)
sampai ke daerah-daerah

5. Terdapat kerjasama dan koordinasi antara lembaga Terbatasnya amil dan nadzir untuk
keuangan perbankan dan pengelola zakat untuk menghimpun dana sosial
mengelola instrumen filantropi

6. Adanya sistem digitalisasi yang mempercepat Masih kurang optimalnya lembaga zakat
pertemuan amil dan muzakki dalam hal penghimpunan dalam hal teknologi dan digitalisasi dan

dana filantropi pemanfaatan penghimpunan melalui
ecommerce
7. Lemahnya database mustahig yang

merupakan penerima dana filantropi

Sumber: Data diolah dari sumber-sumber penunjang

a. Tantangan Instrumen Filantropi

Pergerakan instrumen filantropi di Indonesia mengalami pergerakan yang signifikan.
Potensi dana sosial masyarakat sangat besar tidak sejalan dengan realitas yang terjadi
disebabkan hambatan atau masalah yang masih ditemukan dalam proses
penghimpunan instrumen filantropi zakat, infag, shadagah, dan wakaf.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Purwatiningsihn & Yahya, 2019),
terhambatnya potensi instrumen filantropi di Indonesia akibat kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang figih zakat, jenis wakaf, dan instrumen lainnya, sehingga hanya
berfokus pada pengeluaran zakat di hari tertentu saja, selanjutnya kurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap tata cara pengelolaan zakat yang dilakukan oleh
lembaga dan pengelola zakat dan wakaf (LAZ, BAZ, BWI) yang secara undang-
undang pengelolaan nya sudah dijamin oleh negara dalam regulasi. Hambatan lainnya
untuk memaksimalkan potensi dana filantropi dilengkapi dalam penelitian yang
dilakukan oleh (Najiyah et al., 2022), yaitu berupa permasalahan berkaitan dengan
sumber daya manusia yang masih belum mencapai kompetensi seharusnya, karena
kompetensi sumber daya manusia yang bertugas untuk mengelola dana filantropi akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku muzakki. Selanjutnya menurut (Efendi
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& Arifin, 2019), lemahnya database data mustahiq yang dihimpun oleh lembaga
pengelola zakat menyebabkan potensi distribusi dana instrumen filantropi tidak tepat
sasaran, sehingga tujuan dari terselenggaranya keuangan sosial Islam untuk
kesejahteraan tidak tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa lokasi dan lembaga,
secara keseluruhan dalam (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018) mencatat bahwa
kesadaran masyarakat, rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang figih zakat dan
jenis wakaf, dana filantropi lainnya, terbatasnya amil dan nadzir yang kompeten untuk
menghimpun dana filantropi tersebut, serta masih belum optimalnya lembaga
pengelola zakat baik dibawah naungan pemerintah atau swasta untuk memanfaatkan
teknologi di era digitalisasi yang sejatinya bisa menghimpun dana lebih banyak secara
efektif dan efisien.

b. Peluang

Mayoritas Penduduk Indonesia merupakan seorang muslim kurang lebih sebesar 80%,
potensi dana filantropi sudah bisa diperkirakan akan jauh lebih besar, apabila
ditunjang dengan pengetahuan, kesadaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga pengelola. Campaign atau sosialisasi instrumen filantropi sangat gencar
dimulai saat adanya pandemi Covid-19, saat itu tingkat kepedulian dan kepekaan
lingkungan masyarakat sangat tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
(khamim et al., 2021), penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan
Baznas Provinsi Kalimatan Barat berhasil menanggulangi ekonomi masyarakat miskin
terdampak Covid-19 sebesar 91% dana ZIS diperuntukkan untuk program kesehatan
masyarakat miskin terdampak, sedangkan sisanya sebesar 9% diperuntukkan untuk
bidang darurat sosial-ekonomi berupa paket logistik keluarga, zakat fitrah dan fidyah,
dan lainnya. Hal itu bisa dijadikan peluang untuk maksimalisasi penghimpunan dana
filantropi.

Keikutsertaan pemerintah dalam membangun keuangan sosial Islam pada instrumen
filantropi untuk kesejahteraan masyarakat adalah dibentuknya regulasi berupa
peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU
No. 41 Tahun 2003 Tentang Wakaf, sehingga menjamin keamanan, ketertiban, dan
profesionalitas lembaga pengelola untuk bersikap profesional dan secara tidak
langsung akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Peluang maksimalisasi potensi
zakat berikutnya adalah Tersebarnya lembaga atau organisasi pengelola zakat dan
dana filantropi lain yang terpercaya sampai ke daerah-daerah terpencil yang
memungkinkan muzaki untuk memberikan dana zakat, infag, shadagah, dan wakaf
dengan cepat dan efektif, serta mengoptimalkan pendistribusian dana pada mustahiq
yang tak terjangkau atau belum terdata. Peluang berikutnya untuk memaksimalkan
potensi dana filantropi adalah adanya kerjasama dan koordinasi antara lembaga
keuangan perbankan dan pengelola zakat untuk mengelola instrumen filantropi,
sehingga nantinya dana yang dihimpun akan semakin besar dan mudah.

Peluang-peluang diatas yang disebutkan dapat terlaksana dengan optimal apabila
memanfatkan kecanggihan teknologi saat ini dengan menerapkan sistem digitalisasi
yang mempercepat pertemuan pengelola (amil atau nadzir) dan pemberi (muzakki)
dalam hal penghimpunan dana filantropi, sehingga membuat hubungan antara dunia
nyata dan dunia virtual dapat selaras (Listiana et al., 2022).

31



PEMBAHASAN

Instrumen filantropi Islam berupa zakat, infaq, shadagah, wakaf, dan hibah merupakan
perintah langsung dari Allah SWT dengan tujuan agar kekayaan tidak hanya berkutat di
perorangan atau golongan tertentu yang berarti terjadi pendistribusian pendapatan secara
merata. Filantropi Islam sebagai intermediasi antara masyarakat kaya dan menengah ke bawah
lebih banyak digerakkan oleh masyarakat sipil (civil society) dibandingkan negara (Hasbullah
2017) dikutip dalam (Hendar & Ruhaeni, 2023). Secara keseluruhan melalui intrumen
filantropi, keuangan sosial Islam dapat mempermudah pemberdayaan sosial dan menjamin
kesejahteraan masyarakat (Listiana et al., 2022). Sejarah Islam mencatat di masa
Abdurrahman Bin Auf pelaksanaan instrumen filantropi Islam berupa zakat, infaq, shadagah,
dan wakaf yang dihimpun secara penuh oleh Baitul Mal berhasil mengentaskan kemiskinan
sebesar 100 persen sampai tidak ditemukan kembali orang yang disebut sebagai mustahiq dan
beralih status menjadi muzakki. sejarah tersebut dapat kembali tercapai apabila dilakukan
pengeloaan dana dengan baik dan profesional, terlebih jika ditunjang dengan regulasi oleh
pemerintah.

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang instrumen filantropi di Indonesia, yaitu
Ketentuan mengenai zakat diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat lebih khusus mengenai manajemen pengelolaan zakat, kewajiban
membayar zakat bagi seorang muslim atau pun badan usaha. Menurut Pasal 1 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian
dan pendayagunaan zakat (Tri & Ningrum, 2016), serta regulasi pada UU No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf, sehingga nantinya dana Wakaf dapat berfungsi untuk memberikan kepastian
terhadap entitas ekonomi sekaligus instrumen utama untuk pelayanan publik

Praktik filantropi Islam dalam konteks keadilan sosial dengan melakukan modernisasi dan
Islamisasi memberikan kontribusi dalam praktik filantropi Islam di Indonesia (Saepudin et al.,
2023), lebih jauh manfaatnya untuk negara adalah dapat mengurangi kesenjangan sosial, dan
mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat, serta kebermanfaatan tersebut tidak hanya
dirasakan oleh mayoritas penduduk muslim, akan tetapi juga seluruh kalangan. Salah satu
contoh Pengurangan ketimpangan dan kemiskinan akibat dari dana filantropi adalah kegiatan
produksi dan konsumsi masyarakat dapat berjalan seimbang, ketika penerima manfaat zakat
dapat memenuhi kebutuhan nya dalam kegiatan konsumsi (dharuriyah, haijyat, dan
tahsiniyat) maka kegiatan produksi akan terus berjalan dan mempengaruhi stabilitas harga
pasar. Selanjutnya berkaitan dengan instrumen filantropi zakat produktif bukan saja berupa
modal kerja dengan sistem bagi hasil atau pinjaman kebajikan, akan tetapi ada hal yang lebih
penting untuk pendirian industri-industri untuk menyediakan lapangan kerja yang bisa
menampung tenaga kerja. Pendirian industri dengan dana zakat merupakan penanaman
kembali (reinvesment) keuntungan dari pemilik modal, dengan pengalihan dana zakat ke
sektor industri maka akan terbentuk lapangan kerja baru.

Lembaga pengelola dana filantropi sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan
manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk
memajukan kesejahteraan umum. Menurut (Hendar & Ruhaeni, 2023), dengan
dinormatifkannya filantropi Islam diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi
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masyarakat muslim, meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,
serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dalam aspek administrasi dan
pencatatan wakaf, zakat, infak, dan shodaqoh. Sejalan dengan kebermanfaatan dari dana
filantropi Islam tentu akan ditemukan banyak kendala-kendala atau tantangan yang dapat
menekan potensi dari dana filantropi di Indonesia.

Potensi Dana filantropi Indonesia sangat besar, sayangnya kesadaran dan pengetahuan
masyarakat yang termasuk dalam kategori mampu masih dalam kategori rendah
(Purwatiningsih & Yahya, 2019). Hal itu bisa dilihat saat ada perayaan keagamaan besar (Idul
Fitri, Idul Adha, dan lainnya), dimana sosialisasi mengenai zakat fitrah dan iuran kurban
gencar dilakukan, sehingga pengetahuan masyarakat baru sebatas beberapa bagian dari
keseluruhan instrumen filantropi, yang dalam kenyataan nya masih banyak instrumen lain,
yaitu zakat mall, zakat produktif, wakaf uang, wakaf produktif, hibah, dan dana filantropi
lainnya

Penelitian yang dilakukan oleh (Najiyah et al., 2022) menyebutkan bahwa adanya sumber
daya manusia yang bertugas untuk mengelola lembaga dana filantropi masih belum diimbangi
dengan kualitas kompetensi yang seharusnya, Standardisasi dari kualitas SDM disesuaikan
dengan persyaratan yang diajukan para ahli fikih, yaitu seorang muslim yang mempunyai
kapabilitas dalam bertugas, mengetahui perannya dalam lembaga, amanah, dan
berkemampuan dalam menciptakan inovasi dan terobosan, sedangkan dalam perkembangan
nya masih sedikitnya amil dan nadzir yang memahami peran tersebut dan bersedia secara
penuh untuk mengemban amanah. Padahal Hal tersebut dapat menaikkan citra yang baik di
masyarakat (muzakki), sehingga krisis kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana
filantropi akan menurun serta penghimpunan dan penyaluran dana filantropi teroganisir
dengan baik (muzakki tidak perlu mendistribusikan nya secara individu dari rumah ke rumah).
Citra yang buruk akan mengakibatkan rendahnya partisipasi donatur untuk menyalurkan
dananya melalui lembaga pengelola. Adapun citra yang baik dapat dilihat dari Akuntabilitas,
transparansi dan corporate culture.

Perkembangan zaman di era industri 4.0 harus bisa disikapi dengan seksama karena fenomena
masyarakat saat ini semakin kompleks (Efendi & Arifin, 2019), namun justru tidak
dimanfaatkan dengan baik bagi sebagian lembaga pengelola, baik dari sisi pemanfaatan
digitalisasi untuk menghimpun atau mendistribusikan dan belum teroganisirnya database
penerima dana filantropi secara digital, sehingga tinggi kemungkinan terjadinya double-
counting (mustahik yang sama dapat menerima dari beberapa lembaga di saat ada beberapa
mustahik yang sama sekali belum memperoleh dana filantropi). Dibalik permasalahan yang
dihadapi terkait tidak optimalnya pengunaan teknologi saat ini, sistem digitalisasi adalah
sebuah peluang yang mempercepat pertemuan amil dan muzakki dalam hal penghimpunan
dana filantropi, maksudnya bahwa digitalisasi filantropi merupakan wujud modernisasi
dengan tujuan memudahkan donatur dan organisasi itu sendiri dalam penghimpunan dan
mendistribusikan (Kusuma et al., 2023), seperti halnya mempermudah transaksi dan
memudahkan alat pembayaran (Aziz et al., 2023) untuk penduduk muslim kurang lebih
sebesar 80%. Peluang lainnya adalah Campaign atau sosialisasi instrumen filantropi dimulai
adanya pandemi Covid-19 dengan segala aturan yang tidak diperkenankan bertatap muka
secara langsung, saat itu tingkat kepedulian dan kepekaan lingkungan masyarakat sangat
tinggi. Sehingga berhasil menanggulangi ekonomi masyarakat miskin terdampak Covid-19
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dalam program kesehatan, kesejahteraan, paket logistik dan lainnya, serta secara tidak
langsung menutupi beban negara diluar dari peruntukkan yang seharusnya.

Regulasi berupa peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
dan UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Wakaf, sehingga menjamin keamanan, ketertiban, dan
profesionalitas lembaga pengelola untuk bersikap profesional, sehingga tersebarnya lembaga
atau organisasi pengelola zakat dan dana filantropi lain yang terpercaya sampai ke daerah-
daerah terpencil yang memungkinkan muzaki untuk memberikan dana zakat, infaq, shadagah,
dan wakaf dengan cepat dan efektif, serta mengoptimalkan pendistribusian dana pada
mustahiq yang tak terjangkau atau belum terdata.

Perlunya tinjauan masalah atau tantangan dan peluang yang dihadapi dimaksudkan agar setiap
entitas, baik pemerintah, lembaga pengelola filantropi, dan masyarakat saling bersinergi,
memperbaiki, dan mendukung upaya keuangan sosial islam melalui instrumen filantropi Islam
menjadi alternatif penyelesaian masalah sosial, sehingga semula yang hanya dikatakan
sebagai potensi dapat terealisasi secara maksimal.

KESIMPULAN

Potensi dana sosial masyarakat sangat besar tidak sejalan dengan realitas yang terjadi
disebabkan hambatan atau masalah yang masih ditemukan dalam proses penghimpunan dan
pendistribusian instrumen filantropi. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya pengetahuan
masyarakat tentang figih zakat, wakaf dan pentingnya filantropi dalam kehidupan, kurangnya
kesadaran masyarakat yang mampu secara finansial untuk menyalurkan kewajiban dan niat
baiknya terkait filantropi, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik
dan memahami bidangnya, masih belum optimalnya digitalisasi lembaga pengelola dalam
menghimpun dan mendistribusikan, namun hambatan tersebut dapat dicegah dengan
memanfaatkan peluang untuk memaksimalkan potensi dana filantropi, seperti sistem
digitalisasi yang berkembang di segala sektor, tersebarnya lembaga pengelola sampai ke
daerah terpencil dan lainnya, sehingga hendaknya setiap entitas baik pemerintah, lembaga
pengelola filantropi, dan masyarakat saling bersinergi, memperbaiki, dan mendukung upaya
keuangan sosial islam melalui instrumen filantropi Islam menjadi alternatif penyelesaian
masalah sosial
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